
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAITI KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVIilSI ]{USA TETTIGGARA BARAT

NOMOR 37 TAHUN 2OO8

TENTANG

TATA CARA REKAPTTULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAI.AM PEMILIHAN UMUM
GUBERITUR DAN WAXIL GUBERI{UR NUSATENGGARA BARATTAHUN 2OO8 OLEH PANMA

PEMILIHAN KECAMATAN, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUII PROVINSI

KOTyTISI PEMILITIAN UMUM PROWNSI NUSA TENGGARA aARAT

l.lenimbang a. bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (3) dan pasal 44 UndangF
Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilihan Umum
yang mengatur tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum provinsi,
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia pemilihan Kecamatan
dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah;

b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dengan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;

1. Undang-Undarg Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4251), sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

2. UndarE-UndarE Nomor 12 Tahun 2003 tentang Femilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan t{akyat, Dewan Penitrakilan Daerah, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembardn Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomot 4277),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangrUndang Nomor 10
Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4631);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden
dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tenbng Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-UndarE Nomor 32 bhun 2004 tenbng Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005
tentang Penetapan Pe€turan Pemerintah Pengganti Undang-uMang Nomor
3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tenbng Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

Mengingat
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Memperhatikan

Menetapkan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan. pengesahan
Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala baerah.
sebagaimana diubah terakhir kali dengan perafuran pemerintah ttomor 2i
Tahun 2007 tenbng Perubahan Kedua atas pemturan pemerintah Nomor 6
Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (LLmbaran Negara
Republik hdonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Repuuik Indonesia Nomor 4719);

8. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang pola Organisasi dan
Tah Kerja Komisi Pemilihan Umum;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 20OZ tentang Kode
Etik Pelaksanaan Pemilihan Umum;

10, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang pedoman
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum. Komisi pemilihan Umum provinsi dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, panitia pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok penyelengggara pemungutan
Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2007 tentang pedoman
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan Suara pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat pemungutan
Suara;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2007 tentang pedoman
Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh panitia
Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota dan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi;

13. Keputusan Komisl Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggard Barat Nomor 26
Tahun 2007 tenbng Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Gubemur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun
2008, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 06.8 Tahun 2008
tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa
Tenggara Barat Nomor 26 Tahun 2007.

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor,....
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara
Pemilihan Umum Gubemur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun
2008 di Tempat Pemungutan Suara;

Kepufusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tanggal 24 Maret 2008.

MEMUTUSIGN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMIUHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGGARA BARAT
TENTANG TATA CARA REKAPTruLASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DALAM
PEMIUHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA
BARAT TAHUN 2OO8 OLEH PANTTIA PEMIUHAN KECAMATAN, KOMISI
PEMIUHAN UMUM KABT,'PATEN/KOTA DAN KOMISI PEMIUHAN UMI.JI\4

PROVINSI,

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ani, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selaniutnya disebut Pemilu Gubernur dan
wakil Gubernur adalah Pemilu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat
Tahun 2008 secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan
UndangFundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah
Penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 7
UndangdJndang Nomor 22 Tahun 2007 tenbng Penyelenggara Pemilihan Umum;

3. Komisi Pemilihan Umum lGbupaten/Kota se - Nusa TenggBra Barat yang selanjutnya disebut KPU
Kabupaten/Kota adalah bagian pelaksana Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten/Kota;
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4, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara yang selanjutnya disingkat PPK, PPS, dan KPPS adalah bagian dari unsur pelaksana Pemilihan di
wilayah Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Tempat Pemungutan Suara yang bertugas membantu
pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubemur;

5. Tempat Pemungubn Suara yang selanjutnya di$ngkat TPS adalah tempat dilaksanakannya
pemungutan suara;

6. Partai Politik adalah partai politik pes€rta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggob Dewan Penrakilan Rakyat, Dewan
Penvakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

7. Gabungan Partai Politik adalah 2 (dua) atau lebih Parbi Politik Peserta Pemilihan Umum yang secara
bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Gubemur dan Wakil Gubernur.

8. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Seketaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris
Gabungan Partai Poliuk nngkat Provinsi Nusa Tenggara Barat;

9. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubemur, selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah peserta
Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 yang diusulkan oleh Partai
Politik dan atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan;

10. Pemantau Pemilihan adalah pelaksana pemantauan Pemilu Gubemur dan Wakil Gubernur Nusa
Tenggara Barat yang telah terdaftar dan memperoleh akeditasi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Nusa Tenggara Barau

11. Pemilih adalah Warga Negam Republik Indonesia (WNRI) yang pada hari dan tanggal pemungutan
suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubemur telah berusia 17 (tujuh belas) bhun atau lebih yang
dibuktikan dengan lGrtu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas lain yang sah dan atau
sudah/pernah kawin s€rta memenuhi syardt sebagai pemilih dan telah terdaftar sebagai Pemilih;

12, Panitia Pengawas Pemilihan Umum adalah Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu
Kabupaten/KoE, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilu lapangan
sebagaimana dimaksud dalam Undang{Jndang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 dan atau
Perafuran Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhenuan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah;

13. Saksi adalah saksi pasangan calon, yaitu orang yang ditunjuk dan atau diberi mandat secara tertulis
dari Tim lGmpanye Pasangan Calon yang bersangkutan untuk bertugas menyaksikan pelaksanaan
rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;

BAE II
TUGAS, WEWE ANG DA KEWA,IBAN PANITIA PEI,IUT{GUTAN SUARA

Pasal 2

1. PPS setelah menerima sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Gubemur dan Wakil
Gubernur di Tempat Pemunguhn Suara (lampiran Model C-l KWK) serta kotak suara yang masih dikunci
dan disegel yang berisi berita acara dan seufikat hasil penghitungan suara dari KPPS di wilayah
kerjanya :

a. m€ngumumkan hasil penghitungan suara (Lampiran Model C-1 KWK) dari seluruh TPS di wilayah
kerjanya dengan cara menempelkannya pada sarftina pengumuman desa/kelurahan;

b. menjaga dan mengamankan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara
dikunci dan dis€get yaitu tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak dan
tidak menghitung surat suara atau Udak merEhilangkan kobk suard;

c. meneruskan kotak suara dari setiap TPS di wilayah kerjanya kepada PPK pada hari yang sama
setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS fditi membawa dan manyampaikan kotak suara
kepada PPK yang dapat dilakukan sendiri atau bekerjasama dengan pihak yang berwenang serta
tidak memiliki kewenangan untuk membuka kotak suara yang telah diukunci dan disegel oleh KPPS

2. dalam penyampaian kotak suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya yang masih dikunci dan disegel,
PPS membuat surat penganbr penyampaian berita acara pemungubn suara dan penghitungan suara di
TPS dalam wilayah kerja PPS, dengan menggunakan Formulir Model Bl KWK-KPU dan formulir berita
acara kotak suara berkas kelengkapan administrasi dari panitia pemungutan suara (Model Ds-KWK),
paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari
TPS.

BAB III
REXAPTTUI.ASI HASIL PENGHTTUNGAN SUARA DAN PENYUSUNAN BERITA ACARA

Bagian Kesatu

Tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecitmatan
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(1)

(2)
(3)

(4)

(s)

(6)

(7)

(8)

Pasal 3

PPK membuat berita acara penerimaan kotak suara yang masih dikunci dan disegel dari TpS menurut
desa/kelurahan.
PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara setiap TpS menurut desa/kelurahan,
Rekapitulasi hasil penghitungan suara setiap TPS sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus dihadiri
oleh saki Pasangan Calon dan dapat dihadiri oleh panwaslu Kecamatan, pemantau, dan Warga
Masyarakat.
Saksi Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), harus membawa surat mandat dari Um
Kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ppK sebelum pelaksanaan rapat
rekapitulasi hasil penghitungan suara.
Pasangan Calon dan warga masyarakat melalui saksi Pasangan Glon yang hadir sebagaimana
dimaksud pada Ayat (3), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh
PPK, apabila temfata terdapat hal-hal yang tilak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saki Pasangan Calon, sebagaimana dimakud
pada Ayat (5) dapat diterima, PPK seketika itu juga mengadakan pembetulan.
Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua TPS dalam wilayah kerjanya
sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), PPK membuat berib acara dan sertifikat rekapitulasi hasil
penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang- kurangnya 2 (dua) orang Anggota
PPK serb di tandatangani oleh saki Pasangan Calon.
PPK wajib menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan berita acirra dan sertifikat rekapitulasi hasil
p€nghitungan suara di PPK kepada saksi Pasangan Calon yang hadir baik diminta maupun tidak di
minta, dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dengan cara menempelkannya pada
saGna pengumuman di kecamatan.
Berita acara bes€rta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada Ayat (7), dimasukkan dalam
sampul khusus yang dis€diakan dan pada bagian luar ditempel label dan disegel.
PPK wajib menyerahkan 1 (satu) rangkap berkas berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil
penghitungan suara di PPK kepada KPU Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah
menerima kotak suara dari PPS sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

(s)

(10)

Pasal 4

(l) Sebelum pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPl( PPK melakukan kegiatan :
a, mengatur tempat rekapifulasi hasil penghitungan suara termasuk memasang formulir pencatatan

perolehan suara Pasangan Calon (lampiran 2 Model DAI-KWK berukuran besar), dan tempat
duduk saksi Pasangan Calon diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil
penghitungan suara dapat diikuu oleh semua yang hadir dengan jelas.

b. Mengatur alat kelengkapan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah
digunakan untuk keperluan rekapitulasi hasil penghitungan suara. yaitu formulir rekapltuhsi hasil
penghitungan suara (Model seri DA - KWK), sampul kertas/kantung plastik pembungkus serb
segel, dan peralatan lainnya;

c. Menempatkan kotak suara yang masih dikunci dan disegel didekat meja pimpinan PPK serta
menyiapkan anak kuncinya.

(2) Setelah kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ketua PPK membuka rapat rekapitulasi hasil
penghitungan suara di PPK. dengan kegiatan :
a. membuka kotak suara yang masih dikunci dan disegel dari seluruh TPS di wilayah kerjannya yang

disampaikan oleh PPS secara berurutan dengan cara menyelesaikan jumlah TPS untuk rnasing -
masing PPS di wilayah kerjanya secara berurutan, dengan disaksikan oleh saksi Pasangan Calon
yang hadir;

b. mengeluarkan berita acara beserta lampirannya dari masing - masing kotak suara sebagaimana
dimaksud pada huruf a, yang diterima dari PPS diwilayah kerjanya.

(3) Setelah kegiatan sebagaimana dimakud pada ayat (2), PPK mencatat pada formulir Model
DAI-KWK berdasarkan catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS (Model
Cl - KWK) yaitu :

a. lumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS masing - masing PPS di wilayah
kerja PPK yang bersangkutan.

b. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk PPS
masing - masing PPS di wilayah PPK yang bersangkutan;

c. Jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih dari seluruh TPS masing - masing PPS
di wilayah kerja PPK yang bersangkutan;

d. lumhh pemilih dari TPS lain masing - masing PPS di wilayah keda ppK yang bersangkutan;
e. Jumlah surat suara yang diterima oleh PPS (termasuk cadangan) di wilayah kerja ppK;

f. lumlah suftrt suara bmbahan yang diterima dari KPU kabupaten/Kob;
g. Jumlah suftlt suard yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh

TPS masing - masing PPS di wilayah keUa PPK yang bersangkutan;
h. lumlah surat suara yang tidak terpakai dari seluruh TPS masing - masing PPS di wilayah keda ppK

yang bersangkubn.
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(1)

(2)

(3)

(4)

Jumlah surat suara terpakai dari seluruh rps masing - masing pps di wilayah kerja ppK yang
terdiri dari suara sah dan suara tidak sah.

Pasal 5

PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk setiap Pasangan Calon dari seluruh TpS
masingimasing PPs diwilayah kerja ppK yang bersangkutan dengan menggunakan lampiran 2 Model
DAI - KWL berdasarkan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS masingimasing pps di
wilayah kerja PPK yang bersangkutan (lampiran Model C1-KWK).
saksi Pasarqan calon atau masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir. dapat mengajukan
keberatan terhadap proses rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pa-a Ayat
(1), apabila ternyata terdapat proses dan hasil rekapitulasi penghitungan suara tidak sesuai dengan
peraturan perundang - undangan.
Dahm hal keberabn yang diajukan saki Pasangan calon abu masyarakat sebagaimana dimaksud
pada Ayat (2) dapat diterima, PPK sekeuka itu juga mengadakan pembehrlan.
Dalam hal saksi Pasangan calon tklak dapat menerima penjelasan ppK terhadap keberatan rang
diajukan, keberatan saksi Pasangan calon dicatat dalam formulir Model DA2-KWK dan proses
rekapitulasi dilanjutkan

Pasal 6

(1) setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suafti untuk setiap pasangan calon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PPK membuat berita acara dan lampirannya yang memuat
rekapitulasi :

a, Jumlah pemilih sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf
d;

b. Jumlah suftlt sua€ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (3) huruf e, huruff huruf g, huruf
h dan huruf i;

c. jumlah suara sah yang diperoleh oleh setiap pasangan calon sebagaimana dimakud dalam pasal
5 Ayat (1)

Penyusunan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagimana dimaksud pada Ayat (l)
menggunakan formulir Model DA-KWK yang ditandatangani oleh Ketua PPK dan Anggota PPK serta
saki Pasangan Calon yang hadir dan dibufuhi cap PPK.
Apabila terdapat perubahan berita acara maka berib acara tersebut harus ditandatangani oleh Ketua
dan sekurarg - kurangnya 2 (dua) Anggob PPK dan saki Pasangan Calon yang menandatangani
berita acara sebelum perubahan.
Setiap lembar berita acara dibubuhi paraf Ketua PPK dan dicap.
Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), masing -
masing I (satu) rangkap diperunh.rkkan :

A. PPK;
b. KPU Kabupaten/Kota;
c. KPU Provinsi;
d, Panwaslu Kecamatan;
e. Tiap saksi Pasangan Calon yang hadir.
Salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara (lampiran 2 Model DAI-KWK) dipasang @a
sarana pengumuman kecamatan.

(2)

(3)

(4)
(s)

(6)

Bagian Kedua

Tingkat lobupaten/ Kota oleh Komisi Pemalihan Umum Kabupaten/Kota

Pasal 7

(l) KPU Kabupaten/Kota setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari PP&
KPU lcbupaten/Kota membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara
untuk tingkat lGbupaten/Kota dan dapat dihadiri oleh saksi Pasangan Calon, Panwaslu
KabupatenlKota, pemantau dan warga masfarakat.

(2) Saksi Pasaruan Calon sebagaimana dimakud pada ayat (1), harus membawa surat mandat dari Tim
K€mpanye yang bersangkutan dan menyeEhkannfd kepada KPU Kabupaten/Kota sebelum
pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara.

(3) Pasangan Calon dan warga masyarakat melalui saksi Pasangan Calon yang hadir sebagaimana
dimaksud pada Ayat (2), daoet mengajukan keberatan terhadap jalannya rekapitulasi penghitungan
suara oleh KPU lGbupaten/Kota apabila temyata terdapat hal - hal yang tidak sesuai dengan
periifilraln perundang - undarEan.

(4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melaui saksi Pasangan Calon, sebagaimana dimaksud
pada Ayat (3) dapat diterima, KPU Kabupaten/Kota sekeuka itu juga mengadakan pembehrlan.
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(s)

(6)

(7)

(8)

(e)

setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara disemua ppK dalam wilayah keda
Kecamatan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud paaa nyat (r), Kpu Kabupatenfrota 'memuuat
berih acara.dan sertifikat rekapituhai hasil penghitungun rr.o ying aitanoata,igant oun reG aansekurang - kurangnya z (dua) orang enggota keu rauupaten/fud serta ditand'atanlani oLn *rci
Pasangan Calon.
Apabila.beri!!r cara sebagaimana dimakud pada Ayat (s), tidak ditandatangani oreh saki pasangan

Qlonf dan tidak mengajukan keberatan, berita acara diny;takan sah.
KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud paga l6t (5). wajib memberikan l (satu) rangkap
salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi trasil 

'peniNtungin 
suara di XnU ruUupatenTrotu

kepada KPU Provinsi, saksi pasangan calon yang hadir,-dan Fanwaslu rabupaten/rota, sertamenempelkan 1 (satu) rdngkap sertifikat rekapiturasi hasir penghitungin iluia'oi rpu
Kabupaten/Kota.
Berita 

.acara beserta 
_ 
kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada Ayat (5), dimasukkan dalam

sampul khusus yarts disediakan dan pada bagian luar ditempel label dan O'isegef. 
'

Kru lGbupaten/Kob sebagaimana. dimaksud pada ayat (i), waiib menffihkan l (satu) rangkap
berkas berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan sraru Oi fnu xaUrpatenlXolta tepaoa
KPU Provinsi selambat - lambahya 3 (tiga) hari setelah mtnerima berita acara dan sertifikat hasil
penghitungan suara dari PPK.

(1) sebelum Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kpu Kabupaten/Kota, Kpu
Kabupaten/Kob mehkukan kegiatan :
a. mengatur tempat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara termasuk memasang formulir

pencatatan perolehan suafti Pasangan Calon (Lampiran 2 Model DBI-KWK berukuran fesag aan
tempat duduk saksi diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan
suara dapt diikuu semua yang hadir dengan ielas ;b. mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikan rupa, sehingga mudah
digunakan untuk keperluan rekapitulasi hasil penghitungan suara, yaihr formulir reka[itulasi hasil
penghitungan suara, sampul kertas/kantong plastik pemburEkus serta segel dan peralatan
lainnya;

(2) setelah kegiahn sebagaimana dimakud pada Ayat (t), Ketua Kpu Kabupaten/Kota membuka rapat
rekapitulasi hasil penghitungan suara di KpU Kabupaten/Kota dengan kegiatan :

a. membuka sampul berita acara yang disampaikan oleh PPK di wilayah kerjanya dengan disaksikan
deh saksi Pasangan Calon yang hadir.

b. mengeluadGn berita acara beserta lampirannya yang diterima dari ppK.
(3) Setelah kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU Kabupaten/Kota mencabt pada formutir

Model DBI-KWK berdasarkan catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di
panitia pemilihan kecamatan (Model DAI-KWK) yaitu :

a. jumlah pemilih dalam daflar pemilih tetap untuk ppK diwilayah Kpu Kabupaten/Kota yang
bersangkubn;

b. jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan daftar pemillh tetap untuk ppK di
wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan;

c. Jumlah pemilih terdaftar yang Udak menggunakan hak pilih dari seluruh PPK di wilayah kerja KpU
Kabupaten/Kota yang bersangkutan;

d. Jumlah pemilih dari rPs lain masing - masing ppK diwilayah kerja Kpu Knbupaten/Kota yang
bersang kutan;

e. lumlah surat suara yang diterima oleh PPK (termasuk cadangan)
f. Jumlah surat suara tambahan yang diterima dari seluruh ppK diwilayah kerja KpU

Kabupaten/Kota;
g. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh

PPK diwilayah kerja KPU Kabupaten/Kota yarts bersangkutan
h. Jumlah surat suara tidak terpakai dari seluruh PPK diwilayah kerja KPU Kabupaten/Kota yang

bersangkutan
i. Jumlah surat suara yang terpakai dari seluruh PPK diwilayah kerja KPU Kabupaten/Kota yang

terdiri dari suara sah dan suara tidak sah.

Pasal 8

Pasal 9

(1) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk setiap Pasangan Calon
dari seluruh PPK di wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan menggunakan
formulir Lampiran 2 Model DBI-KW& berdasarkan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh PPK
diwilayah kerja KPU lGbupaten/Kota yang bersangkutan (tampiran Model DAI-KWK).

(2) Saksi Pasangan Calon atau warga masyarakat melalui saksi Pasangan Calon yang hadir, dapat
mengajukan keberatan terhadap proses rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagimana dimaksud
pada Ayat (1), apabila tenyata terdapat proses dan hasil rekapitulasi penghitungan suara tidak sesuai
dengan peraturan perundang - undangan.
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(3) Dalam hal keberatan yang diajukan saki pasangan calon atau warga masyarakat sebagimana
dimaksud pada Arat (2) dapat diterima, Kpu Kabupaten/Kota seketika ihr juga mengidakan
pembetulan.
Dalam hal saksi Pasangan calon tjdak dapat menerima penjelasan Kpu Kabupaten/Kota terhadap
keberatan yang diajukan, keberatan saksi pasangan calon dicatat dalam formulir Model DB 3- KWK
dan proses rekapitulasi dilanjutkan.

(2)

(4)

(1)

(3)

(4)
(s)

(1)

tJ,)

(4)

(s)

Pasal 10

setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara unfuk setiap pasangan calon
sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara dan lahpr{rannya
yang memuat rekapitulasi :

a. Jumlah pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal I ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan
huruf d;

b. lumlah surat suara sebagaimana dimaksud dalam pasal I ayat (3) huruf e, huruf f. huruf g,
huruf h dan huruf i;

c. lumlah suara sah yang diperoleh oleh setiap pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (1).

Penyusunan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (r)
menggunakan formulir Model DB - KWK yang dibndatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2
(dua) orang Anggota KPU Kabupaten/Kob serta saksi Pasangan Calon yang hadir dan dibubuhi cap
KPU Kabupaten/Kota.
Apabila terdapat perubahan berita acara maka berib acara tersebut harus ditandatangani oleh Kehra
dan sekurang-kurdngnya 2 (dua) anggota KPU KabupaGn/Kota dan saki pasangan Calon yang
menandatangani berita acara sebelum perubahan.
Setiap lembar berita acara dibubuhi paraf Ketua KPU Kabupaten/Kota dan dicap.
Berib acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
masing-masing 1 (satu) rangkap diperuntukkan:
a. KPU Provinsi;
b. Panwaslu Kabupaten/Kota;
c. Setiap saksi Pasangan Calon yang hadir.

Bagian Ketiga

Tingkat Provinsi oleh Komis3 Femilihan Umum Provinsi

Pasal 11

KPU Provinsi setelah menerima Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari
KPU lGbupaten/Kota, KPU Provinsi membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi
jumlah suara untuk tingkat Provinsi dan dapat dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon, Panwaslu Provinsi,
Pemantau. dan warga masyarakat,
Saksi Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus membawa surdt mandat dari tim
K?mpanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada KPU Provinsi sebelum pelaksanaan rapat
rekapitulasi hasil penghitungan suara.
Saksi Pasangan Calon dan warga masyarakat melalui saksi Pasangan Calon yang hadir sebagaimana
dimaksud pada Afat (f), dapat rnengajukan keberabn terhadap jalannya penghitungan suara oleh
KPU Provinsi apabila temyata terdapat haFhal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi Pasangan Calon sebagaimana dimaksud
pada Ayat (3) dapat diterima, KPU Provinsi sekeuka itu juga mengadakan pembetulan.
Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua KPU Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), KPU Provinsi membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi
hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang- kurangnya 2 (dua) orang
Anggob KPU Provinsi serta ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon selambatlambatnya 3 (tiga)
hari setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari KPU Kabupaten/Kota.
Apabila berih acara sebagaimana dimaksud pada Ayat (5). tidak ditandatangani oleh saksi Pasangan
Calon dan tidak mengajukan keberatan, berita acara dinyatakan sah.
KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada A}rat (5). wajib memberikan 1 (satu) rangkap salinan berib
acara dan sertjfikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provin$ kepada saksi Pasangan Calon
yang hadir, Panwaslu Pmvinsi, dan KPU dan menempelkan 1 (satu) rangkap sertifikat hasil
penghitungan suara di KPU Provinsi,

(2)

(6)

{7)

Pasal 12

(1) Sebelum pelaksanaan rekapitulasi ha$l penghitungan suara di Provinsi, KPU Provinsi melakukan
kegiatan :
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a. mengatur tempat rekapitulasi hasil penghitungan suara termasuk memasang formulir pencatatan
perolehan suard Fasangan calon (lampiran 2 Model Dc1-KwK) berukuran besar, dan tempat
duduk saksi diatur sedemikian rupa. sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasll penghitungan suara
dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;

b. mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah
digunakan untuk keperluan rekapitulasi penghitungan suara, yaitu formulir rekapitulasi hasil
penghitungan suara (Model Seri DC-KWK), Sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta
segel. dan peralatan lainnya.

(2) setelah kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (r), Ketua Kpu provinsi membuka rapat
rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi, dengan membuka berita acara beserta
lampirdnnya yang di terima dari KPU Kabupaten/Kota.

(3) Setelah kegiatan sebagaimana dimakud pada Ayat (2), KPU Provinsi mencatat pada Formulir Model
DCI-KWK berdasarkan catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di KPU
Kabupaten/Kota (Model D81-KW|0 yaitu :

a. jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap untuk KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerja KPU
Provinsi;

b. lumlah pemilih yang menggunakan hak filih berdasarkan dafur pemilih tetap untuk KPU
Kabupaten/Kota di wilayah kerja KPU Provinsi;

c. Jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih dari seluruh KPU K€bupaten/Kota di
wihyah kerja KPU Provinsi;

d. lumlah pemilih dari TFE lain seluruh KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerja KPU provinsi;
e. lumlah surat suara yang diterima oleh KPU Kabupaten/Kota (termasuk cadangan) di wilayah kerja

KPU Provinsi;
f. lumlah surat suara tambahan yang diterima oleh KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerja KPU

Provinsi;
g. Jumlah surat suara fang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh

KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerja KPU Pro/insi;
h. Jumlah surat suara Udak terpakai dari seluruh KPU Kabupatefl/Kota di wilayah kerF KPU Provinsi;
i. lumlah surat suara terpakai dari seluruh KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerja KPU Pmvinsi yang

terdiri dari suara sah dan suara Udak sah.

Pasal 13

(1) KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk setiap Pasangan Calon dari
seluruh KPU Kabupaten/Kob di wilayah kerja KPU Provinsi yang bersangkutan dengan menggunakan
formulir Model DC1-KWK berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh KPU
Kabupaten/Kota di wilayah kerja KPU Provinsi (Lampiran Model DBI-KWK)

(2) Saksi Pasangan Calon atau warga masyarakat melalui saksi Pasangan Calon yang hadir, dapat
mengajukan keberdtan terhadap proses rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimakud
pada ayat (1), apabila temyata terdapat proses dan hasil rekapitulasi penghitungan suara tidak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam keberatan yang diajukan saksi Pasangan Calon atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud
pada Ayat (2) dapat diterima, KPU Provinsi seketika itu juga mengadakan pembetulan.

(4) Dalam hal saksi Pasangan Calon Udak dapat menerima penjelasan KPU Provinsi, terhadap keberatan
yang diajukan, keberatan saksi Pasangan Calon dicabt dalam formulir Model DC2-KWK dan proses
rekapihjlasi dilanjutkan.

Pasal 14

(1) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk setiap Pasangan Calon
s€bagaimana dimaksud dalam Pasal 13, KPU Provinsi membuat berita acara dan lampiran yang
memuat rekapituhsi :

a. Jumlah pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan
huruf d;

b. Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e,
huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i;

c. lumlah suara sah yang diperoleh oleh s€Uap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 ayat (1).

(2) Penyusunan berita acara dan rekapihrlasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada Ayat
(1) menggunakan formulir Model DC-KWK yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2
(dua) orang Anggota KPU Provinsi serb saksi Pasangan Calon yang hadir dan dibubuhi cap KPU
Provinsi,

(3) Apabila terdapat perubahan berita acara maka berita acara tersebut harus ditandatangani oleh Ketua
dan sekurdng-kurangnfa 2 (dua) Anggota KPU Provinsi dan saksi Pasangan Calon yang
menandatangani berita acara sebelum perubahan.

(4) Setiap lembar berita acara dibubuhi paraf Ketua KPU Provinsi dan dicap.
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(s) Berita acara dan s€rtifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-
masing 1 (satu) ranqkap diperuntukkan:

KPU;
KPU Proyinsi untuk keperluan penetapan pasangan calon Gubemur dan wakil Gubemur terpilih;
Panwaslu Provinsi;
'l"iap saksi Pasangan Calon yang hadir.

(6) Salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara (Lampiran 2 Model DCI-KWK) dipasang pada
papan pengumuman di KPU Provinsi.

BAB III
PENGHITUNGAN SUARA ULANG

Pasal 15

a
b
c
d

(l)

(2)

(1)

(2)

(3)

Penghitungan ulang surat suara dilakukan pada tingkat PPK apabila terjadi perbedaan data jumlah
suara dari TPS.
Apabila teiadi perb€daan data jumlah suara pada ungkat Kpu Kabupaten/Kota dan Kpu provinsi
dilakukan pengecekan ulang sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pada s.!tu tingkat di
bawahnya,

BAB IV
KETET{TUAN LAI -LAIN

Pasal 16

Setelah membuat berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (2), selambat-lambatnya I (satu) hari diputuskan dalam rapat Pleno KPU Provinsi
untuk menetapkan PasarEan Calon terpilih .

Penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD
Provinsi setelah jangka waktu 3 hari.
Apabila ada pengajuan keberatan terhadap hasil Pemilu Gubemur dan Wakil Gubemur oleh Pasangan
Calon lainnya kepada Mahkamah Agung, KPU Provinsi menyampaikan pemberitahuan kepada DPRD
Provinsi adanfa keberatan tersebut.
Setelah adanya putusan Mahkamah Agung terhadap pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud
pada Arat (3), KPU Provinsi menyampaikan penetapan Pasangan Calon terpilih dan putusan tersehrt
selambatlambatnya 3 (tiga) hari setelah putusan dijatuhkan.
Penebpan Pasangan Calon terpilih sebagaimana di maksud pada Ayat (4) dapat berupa penetapan
berdasarkan hasil perghitungan suara sebagaimana di maksud pada Ayat (1) atau penetapan yang
didasarkan kepada putusan Mahkamah Agung.

(4)

(s)

Pasal 17

Ketentuan tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilu Gubernur dan Wakil
Gubernur oleh PPl( KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ani,

berlaku untuk tata card pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh PPI( KPU Kabupaten/Kota,
dan KPU Provinsi apabila rerjadi Pemilu Gubernur dan Wakl Gubemur putaran kedua.

Pasal 18

Pelanggaran terhadap ketentuan penghitungan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi
dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005.

Pasal 19

(l) Penyimpanan dokumen berita acara beserta lampiran dan alat kelengkapan penghitungan suara yang
ada di PPK disimpan di kantor Kecamabn.

(2) Penyimpanan berita acard tersebut sebagaimana dimaksud pada Ayat (1),dilaksanakan setelah PPs
dan PPK dibubarkan.

Pasal 20

(1) Formulir Model DZFKWK-KPU format dan bentuknya disesuaikan sebagaimana terlampir dalam
KepuhJsan ini.

(2) B€ntuk dan jenis formulir penghitungan suara oleh PPl( KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi
adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran VI. tampimn WI dan Lampiran VItr Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
25 Tahun 2007.
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BAB V

IGTEITUAN PERALTHAN

Pasal 21

Hal-hal )rang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan KpU provinsi Nusa
Tenggara Barat.

BAB VI
KETENTUAN PENUruP

Pasal 22

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 24 Maret 2008

LIHAN UMUM
BARAT

F:IKRI
\l
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